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This study aims to examine the conformity of digital gold investment practices of Dinaran
application with the provisions of DSN-MUI Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 and the
fundamental principles of Islamic jurisprudencein mu ‘amalah. Thisresearch is motivated by
the rapid growth of digital platforms for gold investment in Indonesia, which offer ease of
access, transactional flexibility, and operational efficiency. Nevertheless, such developments
simultaneously raise significant sharia legal concerns, given that gold constitutes a ribawr
commodity that requires contractual certainty, transparent pricing, and legitimate possession
in every transaction. The study employs an empirical legal research approach combined with
a normative analysis grounded in figh al-mu ‘amalah. Primary data were collected through
direct observation of the operational mechanisms of the Dinaran platform, while secondary
data were derived from DSN-MUI fatwas, relevant regulatory frameworks, and scholarly
literature. The findings indicate that the digital gold purchasing process on the Dinaran
application satisfies the principles of price clarity and object specification. Therefore, value
fluctuations resulting from market price movements cannot be classified as riba, but rather
represent a reasonable market risk inherent in gold trading as a commodity. However, with
regard to the mechanism for withdrawing physical gold, the fulfillment of the gabd element
tendsto take theform of qabd hukmi, asthe delivery processinvolvesatimedelay and limited
transparency concerning the existence of gold as the underlying asset. Gold investment
practices within the Dinaran application may be considered permissible within sharia
boundaries, although further improvements are necessary to enhance ownership transparency
and ensure procedural certainty in the physical delivery of gold.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian praktik investas emas digital pada
aplikasi Dinaran dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 serta prinsip-
prinsip fikih muamalah. Kgjian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya penggunaan platform
digital dalam investasi emas di Indonesia yang menawarkan kemudahan akses, fleksibilitas
nilai transaksi, dan efisiensi operasional, namun pada saat yang samamenimbulkan persoalan
hukum syariah karena emas termasuk komoditas ribawi yang menuntut kepastian akad,
kejelasan harga, dan penguasaan yang sah. Pendlitian ini menggunakan metode penelitian
hukum empiris yang dikombinasikan dengan analisis normatif fikih muamalah. Data primer
diperoleh melalui observasi langsung terhadap mekanisme operasiona aplikasi Dinaran,
sedangkan data sekunder bersumber dari fatwa DSN-MUI, regulasi terkait, serta literatur
ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembelian emas digital
pada aplikasi Dinaran telah memenuhi prinsip kejelasan harga dan objek transaksi sehingga
perbedaan nilai yang muncul akibat perubahan harga pasar tidak dapat dikategorikan sebagai
riba, melainkan merupakan risiko pasar yang waar dalam perdagangan emas sebagai
komoditas. Namun demikian, pada mekanisme penarikan emas fisik, pemenuhan unsur gabd
lebih cenderung pada bentuk gabd hukmi karena adanya jeda waktu penyerahan serta
keterbatasan akses informasi mengenai keberadaan emas sebagal underlying asset. Praktik
investas: emas digital pada aplikasi Dinaran dapat dinilai berada dalam batas kebolehan
syariah, meskipun masih diperlukan peningkatan transparansi kepemilikan dan kepastian
prosedur penyerahan emas fisik.
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PENDAHULUAN

Investas pada hakikatnya merupakan aktivitas pengal okasian sumber daya, baik berupa
modal finansial, waktu, maupun upaya, ke dalam suatu aset atau kegiatan dengan tujuan
memperoleh peningkatan nilai di masa mendatang(A’yun, 2025), Dalam praktik ekonomi
modern, instrumen investasi berkembang secara dinamis, mencakup saham, obligasi, properti,
komoditas, hingga aset digital yang menawarkan kemudahan akses dan fleksibilitas transaksi.
Namun, dalam perspektif ekonomi syariah, aktivitas investasi tidak hanyadinilai dari potens
keuntungan, melainkan juga harus selaras dengan prinsip kehaalan, keadilan, dan kepastian
akad, serta terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir (Ghodiva & Nugroho, 2025). Oleh
karena itu, inovasi investasi berbasis teknologi menuntut pengujian kesesuaian syariah secara
cermat agar tidak menyimpang dari tujuan utama muamalah Islam.

Emas secara historis telah menempati posisi penting sebagai komoditas bernilal tinggi
dan penyimpan nilai (store of value) yang relatif stabil. Karakteristik emas yang langka, tahan
lama, dan diterima luas menjadikannya instrumen lindung nilai (safe haven) ketika terjadi
ketidakpastian ekonomi. Seiring perkembangan teknologi finansial, investasi emas mengalami
transformas  signifikan dari bentuk fisk menuju sistem digital yang memungkinkan
kepemilikan emas dicatat dalam satuan gram secara elektronik dan diperdagangkan melalui
aplikasi. Di Indonesia, tren investasi emas digital menunjukkan pertumbuhan pesat, tercermin
dari lonjakan nilai transaksi emasdigital yang meningkat drastis dalam beberapatahun terakhir,
didorong oleh kemudahan akses, nomina pembelian yang fleksibel, serta dukungan regulasi
pengawasan sektor keuangan digital.

Perkembangan investasi emas digital di Indonesia menunjukkan tren kenaikan yang
signifikan dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan perubahan perilaku investor serta
peningkatan adopsi instrumen emas berbasis teknologi. Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat bahwa sepanjang periode Januari—September 2024,
nilai transaks pasar fisik emas secara digital mencapai Rp41,3 triliun, meningkat drastis
sebesar 1.181 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023 (sekitar Rp3,22 triliun)
(Alatas & M. Baqgir Idrus, 2026) Tren ini berlanjut pada awal 2025, ketikanilai transaksi emas
digital pada Januari mencapai Rp5,29 triliun, naik 195,59 persen secara year-on-year dengan
jumlah pelanggan aktif sebanyak 9.874.289 pengguna (Hamdhi & Akmalal, 2025), Selain itu,
data dari Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) menunjukkan bahwa hingga
Oktober 2025 volume perdagangan pasar fisik emas digital mencapa sekitar 20 juta gram,
mendekati total sepanjang 2024 sebesar 23 juta gram, dengan proyeks dapat menembus 25
juta gram pada akhir tahun, sementara nilai transaksi meningkat dari Rp57,5 triliun pada 2024
menjadi sekitar Rp115,6 triliun pada 2025 (Datu, 2026). Data-data ini menegaskan bahwa
investasi emas digital tidak sekadar tren sementara, melainkan berkembang secara substansial
sebagal bagian penting dari inovasi keuangan digital nasional, sekaligus mencerminkan
meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme investasi yang lebih efisien dan
mudah diakses.

Segjalan dengan perkembangan praktik investasi emas nontunai yang semakin meluas,
terdapat readlitas perbedaan pendapat di kalangan ulama dan fugaha mengenai status hukum
transaksi tersebut dalam perspektif fikih muamalah. Sebagian ulama mazhab klasik, termasuk
ulama Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali, berpendapat bahwa jual beli emas yang tidak
dilakukan secaratunai dan langsung cenderung tidak sesuai dengan prinsip dasar syariat karena
emas termasuk barang yang dipandang sebagai ribawi dan mensyaratkan pertukaran tunai
(yadan bi yadin) serta kepastian penguasaan (gabdh) untuk menghindari unsur riba dan gharar.
Di sis lain, lembaga fatwa kontemporer seperti Dewan Syariah Nasional Mgelis Ulama
Indonesia (DSN-MUI) melalui Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 menetapkan bahwa jual beli
emas secara tidak tunal dapat dikategorikan mubah atau jaiz selama emas tidak berfungsi
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sebagai alat tukar resmi dan akad transaksinya memenuhi prinsip syariah yang transparan dan
jelas. Ketidaksamaan pendapat ini mencerminkan dinamika ijtihad fikih untuk merespons
konteks ekonomi modern yang melibatkan instrumen investas digital seperti platform aplikasi
emas non-tunai, sehingga membuka ruang diskursus tentang integrasi nilai normatif syariah
dengan praktik ekonomi kontemporer.

Meskipun demikian, digitalisasi transaksi emas menimbulkan persoalan mendasar
dalam hukum ekonomi syariah. Emas dikategorikan sebagai barang ribawi yang secaraklasik
mensyaratkan pertukaran tunai (yadan bi yadin) dan kepastian penguasaan (gabdh) untuk
menghindari praktik riba Ketentuan ini berlandaskan dalil Al-Qur’an yang menegaskan
larangan riba, sebagaimanafirman Allah Swt. dalam Q.S. al-Bagarah [2]: 275, sertahadis Nabi
gnusgnal nad ianut araces nakukalid bijaw same narakutrep awhab nakataynem gnay #: “Emas
dengan emas... harus sama dan diserahkan secara tuna (yadan bi yadin)” (HR. Muslim no.
1587). Ketika transaksi emas dilakukan secara non-fissk melalui aplikasi digital, muncul
pertanyaan mengenal bentuk gabdh yang diakui, waktu berpindahnya kepemilikan, serta
kepastian nila ketika terjadi fluktuasi harga antara waktu pembelian dan penarikan. Kondisi
ini berpotensi menimbulkan gharar apabilatidak diatur secaratransparan dan akuntabel.

Untuk merespons perkembangan tersebut, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia menerbitkan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas
Secara Tidak Tunai. Fatwa ini memperbolehkan transaks emas tidak tunai dengan
menempatkan emas sebagal sil ‘ah (komoditas) dan bukan tsaman (alat tukar), selama emas
tidak berfungsi sebagai mata uang resmi sertamemenuhi syarat-syarat syariah yang ditetapkan
(Sopiah & Sadi’ah, 2022). Meskipun memberikan legitimasi normatif terhadap praktik jual beli
emas non-tunai, fatwaini padadasarnyabersifat preskriptif dan memerlukan pengujian empiris
untuk menilai kesesuaiannya dengan mekanisme operasional yang diterapkan oleh platform
investasi emas digital.

Dalam konteksinilah aplikasi Dinaran hadir sebagai salah satu platform investasi emas
digital yang menawarkan layanan pembelian emas melaui konvers saldo rupiah ke satuan
gram, pencatatan saldo emas secara elektronik, serta fasilitas penarikan dalam bentuk saldo
rupiah maupun emas fisik. Berdasarkan observasi langsung peneliti sebagal pengguna aktif,
mekanisme penggunaan aplikasi dimulai dari pendaftaran akun, pengisian saldo rupiah,
pembelian emas digital, hingga pencatatan kepemilikan emas dalam bentuk saldo gram.
Aplikasi ini jJugamenyediakan fitur penarikan emasfisik yang tidak dilakukan secaralangsung,
melainkan melalui proses pengagjuan dengan jeda waktu tertentu. Mekanisme tersebut
menimbulkan persoalan mengenai kepastian gabdh dan potensi gharar, terutama ketika terjadi
fluktuasi harga emas antara waktu pembelian dan waktu realisas penarikan. Selain itu, klaim
keberadaan emas sebagai underlying asset tanpa dokumentasi kepemilikan yang dapat diakses
langsung oleh pengguna menimbulkan pertanyaan lanjutan terkait bentuk penguasaan yang
diakui secara syariah.

Penelitian sebelumnya telah mengkaji praktik investasi emas digital pada berbagai
platform, namun belum memberikan analisis komprehensif terhadap aplikasi Dinaran dengan
mengombinasikan pendekatan normatif dan empiris secara simultan. (Afrizal et al., 2023)
menyoroti praktik Dana eMas yang berpotensi menyimpang dari fatwa akibat fluktuasi harga
yang dapat mengarah padariba nasi’ah. (Rozalina & Nikmah, 2024) menyatakan bahwa fitur
cicilan emas pada aplikas Pluang dapat dibenarkan selama memenuhi ketentuan fatwa.
Sebaliknya, (Arafat & Krismono, 2022) menilai investasi emas melalui Tokopedia Emas tidak
memenuhi syarat gabdh. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian mekanisme
investass emas digital pada aplikass Dinaran dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-
MUI/V/2010 melalui pengujian langsung terhadap praktik operasional aplikasi.
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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian mekanisme investasi emas digital
yang diterapkan pada aplikasi Dinaran dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-
MUI/V/2010 dan prinsip-prinsip fikih muamalah. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana
praktik operasiona aplikasi tersebut dijalankan dalam transaksi nyata, khususnya terkait
kejelasan akad, kepastian objek transaksi, mekanisme penentuan harga, pemenuhan konsep
yadan bi yadin dan qabd, serta potensi munculnya unsur gharar dalam proses pembelian,
penarikan saldo rupiah, dan penarikan emas fisik. Secara lebih rinci, penelitian ini bertujuan
untuk: (1) menganalisis kesesuaian mekanisme pembelian emas digital pada aplikasi Dinaran
dengan ketentuan syariah terkait kejelasan harga dan objek transaksi sebagaimanadiatur dalam
Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010; merupakan risko pasar yang waar atau
berpotensi mengandung unsur riba; (2) menelaah mekanisme penarikan saldo rupiah dan
penarikan emas fisik dalam kaitannya dengan pemenuhan konsep gabd dan kepastian
kepemilikan emas; serta (3) mengidentifikasi potensi gharar yang dapat timbul akibat jeda
waktu penyerahan emas fisik dan klaim emas sebagai underlying asset dalam sistem aplikasi.
Penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai posis praktik investas
emas digital pada aplikas Dinaran dalam perspektif hukum ekonomi syariah, sekaligus
menjadi rujukan bagi pengembangan praktik fintech syariah yang lebih transparan, akuntabel,
dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta membuka peluang bagi penelitian lanjutan pada
iSU-isu sgjenis di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris (socio-legal
research) yang dipadukan dengan analisis normatif(Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2018).
Penelitian hukum empiris dipilih karena kajian ini tidak berhenti pada norma tertulis,
melainkan menelaah bagaimana ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010
diimplementasikan dalam praktik nyata investass emas digital pada aplikas Dinaran.
Pendekatan normatif digunakan secara komplementer untuk menilai kesesuaian praktik
tersebut dengan prinsip fikih muamalah, khususnya terkait larangan riba, gharar, serta
pemenuhan syarat yadan bi yadin dan gabdh dalam transaksi emas sebagai barang ribawi.

Sumber data penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer
diperoleh melalui observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti sebagai pengguna aktif
aplikas Dinaran, tanpa melibatkan wawancara dengan pengguna lain maupun pihak
penyelenggara platform. Observasi difokuskan pada mekanisme operasional investasi emas
digital, meliputi proses pendaftaran akun, pembelian emas digital, konversi saldo rupiah ke
satuan gram emas, pencatatan saldo kepemilikan, mekanisme penarikan saldo rupiah, serta
prosedur penarikan emas fisik yang tidak dilakukan secara langsung dan memerlukan jeda
waktu tertentu dianalisis berdasarkan ketentuan layanan dan tampilan prosedur yang tersedia
dalam sistem aplikasi . Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang
relevan, Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, serta jurna ilmiah yang membahas
investasi emas digital dan hukum ekonomi syariah.

Data yang diperolen kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis,
yaitu dengan mendeskripsikan secara sistematis praktik operasional investasi emasdigital pada
aplikasi Dinaran berdasarkan hasil observasi, kemudian membandingkannya dengan ketentuan
normatif fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI. Andlisisini bertujuan untuk mengidentifikas
tingkat kesesuaian maupun potensi ketidaksesuaian antara praktik investas emas digital
dengan prinsip syariah. Pendekatan metodologis ini dipilih karena mampu menjembatani
norma hukum syariah dengan realitas praktik investas emas digital berbasis aplikasi, sehingga
relevan untuk menjawab tujuan penelitian tanpa bergantung pada data wawancarayang bersifat
subjektif.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Profil dan Mekanisme Operasional Aplikasi Dinaran

Aplikasi Dinaran merupakan platform investasi emas digital yang dikembangkan di
Indonesia oleh PT Ciptalintang Aji Dana untuk memperluas akses masyarakat terhadap
transaks jual beli emas fisik berbasis digital. Dengan skema investasi bermodal awal relatif
rendah, layanan ini ditujukan terutama bagi investor ritel dan dirancang agar dapat diakses
secara praktis melalui perangkat bergerak tanpa batasan ruang dan waktu, sejalan dengan
perkembangan ekonomi digital.

Model bisnis Dinaran mengaitkan danarupiah pengguna dengan emasfisik sebagai aset
dasar (underlying asset). Saldo yang tercatat dalam aplikas tidak semata-mata
merepresentasikan nilai digital, melainkan mencerminkan kepemilikan emas fisk yang
dissmpan secara kolektif di fasilitas penyimpanan tertentu. Pendekatan ini menempatkan
Dinaran dalam ekosistem fintech yang menawarkan instrumen lindung nilai sekaligus sarana
diversifikas investas di tengah tekanan inflasi dan volatilitas nilai mata uang. Dinaran
menyasar pengguna yang ingin memperoleh manfaat dari pergerakan harga emas tanpa harus
mengelola penyimpanan fisik secara mandiri. Antarmuka yang sederhana dan alur transaksi
yang ringkas juga menjadikan aplikasi ini relevan bagi pengguna pemula, mencerminkan
pergeseran praktik investasi emas konvensional menuju sistem digital yang lebih adaptif
terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Dari aspek legalitas, Dinaran telah terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik
(PSE) di Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang menunjukkan pemenuhan ketentuan
tatakelolasistem elektronik. Aktivitasjual beli emasdigital yang dijalankan juga beradadalam
kerangka pengawasan perdagangan komoditas, khususnya pasar fisk emas digital
sebagaimana diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).
Meskipun tidak seluruh platform tercantum secara eksplisit dalam daftar publik regulator,
kewajiban kepatuhan terhadap regulasi tetap melekat pada pel aku usaha.

Perkembangan regulasi keuangan digital di Indonesia menunjukkan arah penguatan
perlindungan konsumen dan kepastian hukum melalui harmonisasi kebijakan pengawasan.
Dinamika tersebut turut memengaruhi operasional aplikas investasi emas digital seperti
Dinaran, yang dituntut untuk menyesuaikan inovasi layanan dengan ketentuan hukum yang
terus berkembang agar tetap berada dalam koridor legal dan tata kelola yang akuntabel .

Aplikasi Dinaran memungkinkan pembelian emas digital dengan nilai awal yang relatif
terjangkau, yaitu mulai dari Rp10.000. Ketentuan ini memperluas akses investasi emas bagi
masyarakat dengan keterbatasan modal dan membedakannyadari praktik pembelian emas fisik
konvensional yang umumnya mensyaratkan satuan gram tertentu. Dana rupiah yang
dimasukkan pengguna secara otomatis dikonversi ke dalam satuan gram emas berdasarkan
harga pasar pada saat transaksi, sehingga kepemilikan emas terbentuk dalam bentuk gramasi
pecahan dengan tingkat presisi desimal.

Pencatatan emas bersifat akumulatif, di mana setiap transaks pembelian menambah
total berat emas yang dimiliki pengguna. Jumlah gram tersebut bersifat tetap setelah transaksi
diselesaikan, sedangkan nilai rupiahnya berubah mengikuti fluktuas harga emas dan
ditampilkan secarareal time dalam sistem. Dengan demikian, perubahan yang terjadi berkaitan
dengan nilai konversi, bukan kuantitas emas yang tercatat.

Daam ekosistem Dinaran, satuan gram emas berfungsi sebagal dasar kepemilikan
utama, sementara rupiah hanya digunakan sebagai media konversi ketika dana masuk atau
keluar dari sistem. Pendekatan ini menjadikan emas sebagal aset inti dalam seluruh layanan
lanjutan, termasuk penjualan kembali ke rupiah (buyback), pemindahan emas antar pengguna,
penetapan target tabungan, serta pengajuan pencetakan emas fisik. Sgak awal, orientas
kepemilikan diarahkan pada aset riil berbasis berat emas, bukan sekadar saldo uang.
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Selain transaks utama, Dinaran menyediakan fitur Beri Emas yang memungkinkan
pengalihan kepemilikan emas antar pengguna dalam satuan gram tanpa konversi ke rupiah.
Skema ini menegaskan fungsi emas sebagai objek transaksi langsung, dengan nilai yang
mengikuti dinamika harga pasar. Fitur Emas Impian juga dirancang sebagai tabungan emas
berbasis target gramasi, di mana setoran minimal Rp10.000 per transaksi langsung dikonversi
menjadi emas dan ditempatkan pada saldo terpisah, sehingga pencapaian tujuan tidak
bergantung pada fluktuasi nilai rupiah.

Dinaran turut menyediakan fasilitas Dinaran Convert Account (DCA) sebagai skema
likuiditas berbasis emas. Melaui fitur ini, pengguna dapat memperoleh dana tunai hingga
sekitar 70-80 persen dari nilai pasar emas yang dimiliki, dengan syarat saldo mencapai ambang
minimum tertentu, umumnya setara satu gram emas. Selama proses konversi berlangsung,
saldo emas dibatasi penggunaannya dan dikenakan biaya layanan berkala dalam persentase
tertentu per tahun, yang secara karakter perlu dianalisis lebih lanjut dari perspektif akad dan
potensi keserupaannya dengan riba dalam fikih muamal ah.

Dari sisi sistem pembayaran, transaksi didukung melalui virtual account perbankan,
QRIS, dan dompet elektronik, dengan biaya layanan yang bervarias pada kisaran Rp2.000-
Rp5.000 per transaksi. Dana yang diterima tidak disimpan sebaga saldo rupiah, melainkan
langsung dikonversi menjadi emas sesuai harga pasar saat verifikasi pembayaran, sehingga
waktu konversi menjadi faktor penting dalam menentukan jumlah gram emas yang diperoleh
pengguna.

Untuk penarikan emas fisik, Dinaran menetapkan batas minimum gramasi, umumnya
dimulai dari 1 gram emas, dengan biayatambahan yang mencakup pencetakan, sertifikasi, dan
pengiriman. Proses ini memerlukan waktu sekitar 7-14 hari kerja hingga emas diterima secara
fisikk. Secara keseluruhan, pengaturan nomina minimum, sistem konversi gramasi, serta
pembatasan likuiditas dalam aplikasi Dinaran menjadi aspek penting yang perlu dianalisislebih
lanjut dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya terkait kejelasan akad, kepastian
nilai, dan pemenuhan unsur penguasaan (gabd).

B. Ketentuan Syariah dalam Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010

Perkembangan transaks emas pada era modern, khususnya melalui mekanisme non-
tunal dan berbasis digital, menimbulkan kebutuhan akan kepastian hukum Islam terhadap
praktik jual beli emas yang tidak selalu melibatkan penyerahan fisik secara langsung. Dalam
konteks ini, kemajuan teknologi finansial memungkinkan masyarakat memperoleh emas
melaui aplikas daring tanpa pertukaran tunai secara ssimultan (yadan bi yadin), sehingga
memunculkan persoalan fikih terkait kepastian akad dan penguasaan objek transaksi.
Merespons dinamika tersebut, Dewan Syariah Nasional Mgjelis Ulama Indonesia menetapkan
Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunal
sebagal pedoman normatif dalam menilai kesesuaian praktik transaksi emas modern dengan
prinsip-prinsip muamalah Islam (DSN-MUI, 2010). Daam perspektif hukum Islam,
pengaturan jua beli emas berlandaskan pada larangan riba serta tuntutan keadilan dalam
pertukaran komoditas bernilai Al-Qur’an secara tegas membedakan antara transaksi jual beli
yang dibolehkan dan praktik ribayang diharamkan sebagaimana firman Allah Swt.:

e@bJJM‘UAM‘mL;ﬂ\eﬁLASY\UJAﬁJY\y)l\ujlﬁ_\u.uﬂ\
G@m«)wuﬁyuuu@Ly)s\e);jeg\m\d;\j\yj\du@mw\jsu
€9 O3Ala g ah 50N Cala °\dgjuquwj%\uj\ Al g Zall, s 48
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“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti
orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka
berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya
(menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi
miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaks riba),
merekaitulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya” (QS. Al-Bagarah: 275).

Ketentuan syariah mengena larangan riba menjadi dasar utama dalam menolak
transaksi atas barang ribawi yang mengandung penambahan nilai tanpa pertukaran yang setara
atau penundaan yang merugikan salah satu pihak. Dalam konteks emas sebagai barang ribawi,
prinsip kehati-hatian ini ditegaskan melaui aturan fikih yang mensyaratkan adanya kepastian
akad dan penghindaran unsur riba. Segjalan dengan perkembangan praktik muamalah
kontemporer, Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 menetapkan bahwa jual beli emas
secara tidak tunai pada prinsipnya diperbolehkan (mubah/jaiz) dengan ketentuan bahwa emas
diposisikan sebagai komoditas (si/ ‘ah) dan bukan sebagal aat tukar resmi (tsaman), serta
transaksi harus memenuhi syarat syariah berupa kejelasan harga, kepastian objek akad, dan
terhindar dari unsur riba maupun gharar. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kebolehan
transaksi non-tunai tetap dibatasi oleh prinsip syariah agar tidak melahirkan riba nasi’ah
maupun riba fadl, sebagaimana juga dijelaskan dalam kajian fikih mengena karakter emas
sebagal barang riba.

Dewan Syariah Nasional Magjelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai otoritas fatwa
ekonomi syariah di Indonesiamenetapkan FatwaDSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 sebagai
pedoman hukum dalam merespons perkembangan transaksi emas yang kini banyak dilakukan
secara non-tunai. Fatwa ini menegaskan bahwa jual beli emas tanpa pembayaran tunai pada
dasarnya tetap diperbolehkan, baik melalui transaksi biasa maupun skema murabahah, selama
emas diperlakukan sebagai komoditas (sil‘ah) dan bukan sebagai alat tukar resmi (tsaman).
Dengan demikian, transaksi tersebut tidak keluar dari prinsip dasar muamalah yang menolak
unsur riba dalam pertukaran barang ribawi.

Salah satu syarat utama yang ditekankan dalam fatwa ini adalah kejelasan harga sgjak
akad berlangsung. Nilai emas harus ditetapkan secara pasti pada saat kesepakatan dibuat dan
tidak dibenarkan adanya perubahan sepihak, meskipun terjadi perpanjangan waktu
pembayaran. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban
para pihak serta mencegah munculnya ketidakadilan dalam transaksi, Selain kepastian harga,
fatwa juga menuntut adanya kejelasan objek akad. Emas yang diperjual belikan harus diketahui
secara terang dari segi jumlah, kualitas, dan spesifikasinya, sehingga transaks tidak
mengandung unsur ketidakpastian (gharar) yang dapat merusak keabsahan akad. Transparansi
terhadap objek jual beli menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa transaksi berjalan
sesual prinsip syariah.

Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 juga menegaskan bahwa kebolehan jual
beli emas non-tunai tidak boleh dipahami sebagai pembenaran terhadap praktik yang
melahirkan riba. Penundaan pembayaran atau penyerahan tidak dapat dibenarkan apabila
menghasilkan tambahan nilai yang timbul semata karena faktor waktu, sebab hal tersebut
bertentangan dengan prinsip larangan riba dalam muamalah Islam, Di samping itu, fatwa
mengatur bahwa emas yang dibeli melalui mekanisme tidak tunai dapat dijadikan jaminan
(rahn). Namun, emas tersebut tidak boleh dialihkan atau diperjualbelikan kembali dalam akad
lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan sebelum akad pertama diselesaikan secara
sah. Ketentuan ini bertujuan menjaga kepastian hak milik dan menghindari praktik spekulatif
yang tidak sesual dengan koridor syariah.
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Dengan demikian, Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 pada hakikatnya
bukanlah bentuk pelonggaran hukum, melainkan upaya penegasan batas-batas syariah agar
perubahan polatransaksi emas di eradigital tetap berjalan dalam kerangka keadilan, kepastian
akad, dan perlindungan para pihak sebagaimana prinsip utama fikih muamalah.

Dalam hukum Islam, emas dikategorikan sebagai barang ribawi, sehingga
pertukarannya tunduk pada ketentuan khusus untuk mencegah riba dan ketidakseimbangan
nilai. Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Qur’an:

Allah Subhanahu wa Taaaberfirman:

@hﬂdw\ww\ﬁﬂgﬂ\eﬁMY\ U}‘ﬁ"y\}‘)n U}EL\UJJS\
sg_uu@wwynuwL,J)s\eﬁjeg\m\d;\)\wndu@mw\)su
O3A L 2h S At °\¢sjmuwﬁm\g\ g Call 1 458

“QOrang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti
orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka
berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya
(menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi
miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaks riba),
mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya” (QS. Al-Bagarah: 275).

K etentuan tersebut diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad £ yang mengatur pertukaran
emas sebagai barang ribawi:

).LA@ASL}@AMJ J.A.\j\.l J.A.\M) ).\A.udh ).\A.ud\j jﬂbjﬂ\jmﬂb&d\)mﬂb«_&ﬂ\
c\yuglaad\}h‘j\u_u\mq\ﬂ\}\qbwm\md.w

“Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum,
kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, harus sama dan serah terima
langsung. Barang siapa menambah atau meminta tambahan, makaiatelah melakukan riba”
(HR Bukhari dan Muslim).

Dalil-dalil ini menegaskan bahwa transaksi emas yang mengandung penundaan,
ketidakjelasan nilai, atau keuntungan sepihak berpotensi menimbulkan riba nasi’ah maupun
gharar, sehingga memerlukan pengaturan hukum yang tegas. Merespons perkembangan
tersebut, DSN-MUI menetapkan Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 sebagai pedoman untuk
memastikan praktik jual beli emas non-tunai tetap sesuai dengan prinsip muamalah Islam.
Fatwa ini menempatkan emas sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan selama tidak
difungsikan sebagai aat tukar resmi dan transaksi memenuhi syarat-syarat syariah.

Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 juga menetapkan batasan mendasar,
terutama kewajiban terpenuhinya qabd yang sah sebelum terjadinya perpindahan hak milik,
baik melalui penguasaan fisik maupun penguasaan hukum yang diakui. Ketentuan ini bertujuan
mencegah jual beli yang hanya bersifat komitmen sepihak tanpa kepastian penguasaan atas
objek akad. Oleh karenaitu, emastidak dibenarkan diperjualbelikan kembali sebelum pembeli
memperoleh kepemilikan yang jelas, sgjalan dengan prinsip fikih klasik yang menempatkan
penyerahan barang sebagai unsur esensial dalam transaksi komoditas ribawi. Selain aspek
penguasaan, Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 secara tegas menekankan bahwa
transaksi emas non-tunai tidak boleh mengandung unsur riba, baik dalam bentuk tambahan
nilai yang muncul tanpa pertukaran yang sah maupun keuntungan yang timbul semata-mata
karena penundaan pembayaran atau penyerahan (DSN-MUI, 2010).
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Mengingat emas termasuk barang ribawi, ketentuan ini menjadi fondasi utama dalam
menjaga agar transaks tetap berada dalam koridor keadilan syariah. sgadan dengan itu
(Sapsuha et al., 2024) menjelaskan bahwa larangan riba dalam transaks emas non-tunai
merupakan instrumen penting untuk mencegah praktik yang mendekati riba nasi’ah dalam
sistem perdagangan modern, Unsur gharar dapat muncul apabilaakad tidak menjelaskan secara
terang jumlah, kualitas, harga, maupun mekanisme penyerahan emas. Oleh karena itu, fatwa
menempatkan transparans seluruh unsur akad sebagai syarat utama demi menjamin keabsahan
transaks (Vikramullah & Fatimah Zahara, 2024).

Perumusan ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Fatwa DSN-MUI No.
77/DSN-MUI/V/2010 tidak sekadar mengatur kebolehan transaksi, tetapi juga membangun
kerangka perlindungan hukum yang menjaga kepastian akad dan stabilitas praktik jual beli
emas dalam ekonomi modern. Dengan mensyaratkan gabd yang sah serta melarang riba dan
gharar, fatwaini berfungsi sebagai pedoman penilaian untuk memastikan bahwatransaksi emas
selaras dengan tujuan pokok syariah, terutama dalam menjaga keamanan harta (kifz al-mal)
dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bertransaksi.

C. AnalisisKesesuaian Praktik Dinaran dengan Fikih Muamalah dan Fatwa DSN-M U
No. 77/DSN-MUI/V/2010

Berdasarkan telaah terhadap penggunaan aplikasi, proses pembelian emas digital pada
Dinaran diawali dengan penyetoran dana rupiah melalui metode pembayaran yang tersedia.
Setelah diverifikasi, danatersebut secaralangsung dikonversi menjadi saldo emasdigital dalam
satuan gram dengan tingkat presisi tertentu berdasarkan harga emas yang berlaku pada saat
transaksi, Harga emas yang ditampilkan pada aplikasi bersifat fluktuatif mengikuti harga pasar
dunia secara real-time sehingga memberikan kepastian harga kepada pembeli (Khairi &
Marlina Tarigan, 2025) Konversi dilakukan secara real time, sehingga jumlah emas yang
diperoleh sepenuhnya ditentukan ol eh harga pada momen akad. Dengan mekanismeini, rupiah
tidak dismpan sebagai saldo kas, melainkan segera diwujudkan sebagal kepemilikan emas
digital dalam akun pengguna.

Sebelum transaksi dikonfirmasi, aplikasi menampilkan informasi utamayang meliputi
harga emas, estimasi gram yang diterima, serta total nilai rupiah yang dibayarkan. Penygjian
informasi ini memungkinkan pengguna mengetahui nilai tukar rupiah terhadap emas secara
jelas pada saat akad berlangsung. Harga yang telah disepakati bersifat mengikat dan tidak
mengalami perubahan sepihak setelah transaks diselesaikan. Praktik tersebut memenuhi
ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 yang mensyaratkan kejelasan hargadan
kepastian objek dalam jual beli emas secaratidak tunai, di mana objek akad direpresentasikan
sebagal saldo emas dengan ukuran gram yang teridentifikasi, Dalam perspektif fikih
muamalah, mekanisme tersebut sejalan dengan prinsip ta‘yin al-‘aqd dan kepastian ma‘qad
‘alaih. Kejelasan harga (ta‘yin al-tsaman) serta kepastian jumlah emas pada saat transaksi
menjadi unsur pokok untuk menghindari gharar dan memastikan keabsahan akad jua beli
menurut hukum Islam (Siregar & Muhibbussabry, 2026).

Hasil penelaahan juga menunjukkan bahwa nilai rupiah yang diterima pengguna pada
saat penarikan saldo (buyback) dapat berbedadari nilai rupiah pada saat pembelian. Perbedaan
tersebut terjadi akibat perubahan harga emas di pasar, sementara jumlah gram emas yang
tercatat sebaga saldo kepemilikan tetap tidak berubah. Apabila harga emas meningkat, nilai
rupiah yang diterima cenderung lebih tinggi, dan sebaliknya ketika harga menurun.

Merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, perbedaan nilai tersebut
tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai riba (Mustagim, 2024) Selama harga disepakati
sgjak awal, objek transaks jelas, dan tidak terdapat tambahan nilai yang dipersyaratkan akibat
penangguhan, selisih nilai yang timbul dipahami sebagai dampak fluktuasi harga komoditas.
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Dalam kerangka fikih muamalah, kondisi ini termasuk risiko pasar (risk al-siiq), yang berbeda
secara prinsip dari riba nasi’ah. Oleh karena itu, perubahan nilai antara pembelian dan
penarikan saldo pada aplikasi Dinaran dapat dipahami sebagai konsekuensi mekanisme pasar
yang dibenarkan secara syariah, sepanjang tidak disertai syarat tambahan dalam akad.
Ketentuan ini sejalan dengan penjelasan Rasulullah # mengenai pertukaran emas
sebagal barang ribawi dalam hadis sahih: L ) )
2 13 Jiay Sl capally il
Nabi # menetapkan bahwa apabila emas dipertukarkan dengan emas, pertukaran tersebut harus
dilakukan secara setara dan tunai (yadan bi yadin) (HR. Muslim no. 1587). Hadis tersebut
menegaskan larangan riba ketika emas diperlakukan sebagai alat tukar. Namun, dalam praktik
muamalah kontemporer, ketika emas diposisikan sebagai komoditas (si/ ‘ah), perbedaan nilai
akibat fluktuas harga tidak termasuk riba selama tidak disertai syarat penangguhan dalam

akad. Prinsip ini dipertegas oleh firman Allah Swt : .
L};l\ éjsj @.d\ a Jals

“Allah telah menghalakan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S Al-Bagarah:275).

Dalam mekanisme pencairan saldo rupiah pada aplikasi Dinaran, pengguna melakukan
penjualan kembali emas digital (buyback) dengan menentukan jumlah emas yang akan dilepas.
Sistemn selanjutnya mengonversi emas tersebut ke dalam nilai rupiah berdasarkan harga jual
yang berlaku pada saat transaksi. Besaran dana yang diterima sepenuhnya mengikuti harga
pasar pada waktu penarikan, sedangkan perbedaan antara harga beli dan harga jual kembali
merupakan konsekuensi mekanisme pasar serta biaya transaksi, bukan tambahan nilai yang
ditetapkan dalam akad.

Perbedaan nilai antara tahap pembelian dan penarikan saldo tersebut lebih tepat
dipahami sebaga risiko pasar yang melekat pada perdagangan emas sebagai komoditas.
Selama tidak terdapat persyaratan tambahan akibat penangguhan dan informasi harga
disampaikan secaraterbuka, mekanisme ini dapat dinilai selaras dengan Fatwa DSN-MUI No.
77/DSN-MUI/V/2010 serta prinsip fikih muamalah. Dengan demikian, fluktuasi nilai yang
terjadi tidak menunjukkan praktik riba, melainkan mencerminkan dinamika harga pasar yang
wajar.

Selain pencairan dalam bentuk rupiah, Dinaran menyediakan layanan penarikan emas
fisk melaui fitur Cetak Emas. Pengguna mengajukan permohonan dengan memilih
denominasi emas, menentukan alamat atau lokasi pengambilan, serta menyetujui biaya
pencetakan dan distribusi. Setelah dikonfirmasi, saldo emas digital dikurangi secara otomatis
dan proses dilanjutkan oleh pihak pencetak serta mitra logistik. Penyerahan emas fisik tidak
dilakukan secara langsung, melainkan memerlukan waktu pemrosesan tertentu sesual
kebijakan layanan, dengan prosedur verifikasi identitas pada saat serah terima (Riska Nita &
Rahman Harahap, 2025).

Daam hukum transaksi syariah, gabd merupakan syarat mutlak agar akad jual beli
menjadi sah, di mana penguasaan atas objek akad harus terjadi sebelum hak milik berpindah
secara penuh. Para ulama klasik telah membahas aspek ini secara rinci. Misalnya, dalam
mazhab Maliki dipahami bahwa kepemilikan dapat dianggap terjadi apabila pembeli
mendapatkan hak untuk menguasai aset meskipun belum ada serah terima fisik secara
langsung, sedangkan fuqaha dari mazhab Syafi‘i menegaskan bahwa gabd merupakan unsur
penting dalam menyempurnakan akad jua beli dan tidak dapat diabaikan tanpa bentuk
penguasaan yang diakui hukum (qabd hukmi) sesuai dengan kaidah "urf atau kebiasaan yang
berlaku. Ketentuan ini kemudian dikembangkan oleh ulama kontemporer seperti Syekh
Wahbah al-Zuhaili yang menyatakan bahwa gabd hukmi adalah bentuk penguasaan yang sah
apabila pembeli memperoleh hak penuh untuk menggunakan dan memanfaatkan objek akad,
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bahkan tanpa penguasaan fisik langsung, asalkan kepemilikan tersebut diakui menurut
kebiasaan dan mekanisme hukum yang berlaku dalam transaksi modern. Konsep ini juga
dijumpai dalam literatur hukum Islam kontemporer yang memperluas pengertian gabd dalam
konteks finansial modern, bahwa penguasaan dapat terjadi melalui dokumentasi, pencatatan,
atau instrumen digital yang memberikan hak penuh kepada pembeli atas objeknya. Pendekatan
qabd hukmr ini telah diakomodasi dalam fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 yang
menetapkan bahwa transaksi emas non-tunai dapat dibenarkan secara syariah sepanjang
terdapat kejelasan objek, kepastian akad, serta hak penguasaan yang sah atas emas tersebuit,
meskipun serah terimafisik dilaksanakan pada fase berikutnya. Dengan demikian, keberadaan
qabd hukmi memperkuat legitimasi praktik investasi emas digital, termasuk pada aplikasi
Dinaran, selama hak kepemilikan diakui dan dapat dijalankan tanpa hambatan kepemilikan dan
kewenangan tasarruf yang efektif.

Namun, keberlakuan gabd hukmi sangat bergantung pada tingkat transparansi dan
ketersediaan bukti atas emas fisik yang menjadi dasar pencatatan digital. Apabila saldo emas
didukung oleh dokumentasi penyimpanan yang dapat diverifikasi dan menjamin redlisasi fisik,
mekanisme tersebut cenderung memenuhi ketentuan syariah (Zulham, 2013) Sebaliknya, jika
keberadaan emas hanya dinyatakan secara administratif tanpa pembuktian yang memadai,
potensi ketidakpastian objek transaksi menjadi lebih besar.

Perubahan nilai rupiah yang muncul pada saat pencetakan emas maupun buyback lebih
mencerminkan fluktuasi harga pasar dibandingkan adanya tambahan nilai akibat penundaan
penyerahan. Selama tidak terdapat ketentuan yang mensyaratkan penambahan nilai sebagai
konsekuens jeda waktu, kondisi ini lebih tepat dipahami sebagai risiko pasar (risk al-siig),
bukan praktik riba. Meskipun demikian, kejelasan struktur biaya, harga, dan kebijakan buyback
tetap diperlukan untuk menjaga transparansi dan keadilan transaksi.

Dengan demikian, mekanisme Cetak Emas pada aplikasi Dinaran yang memisahkan
pencatatan kepemilikan digital dan penyerahan fisik dengan selang waktu tertentu dapat
dikualifikasikan sebagai qabd hukmi sepanjang didukung oleh kepastian kepemilikan, hak
tasarruf yang efektif, serta keterbukaan informasi mengenai underlying emas dan ketentuan
harga yang sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 77. Tanpa pemenuhan unsur tersebut, praktik
pe narikan emas fisik berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dan menurunkan tingkat
kepastian syariah, sehingga penilaian akhirnya perlu bertumpu pada verifikas dokumentasi
penyimpanan dan kebijakan operasiona yang berlaku.

Mekanisme operasiona aplikasi Dinaran menunjukkan aur transaksi yang efisien dan
terintegrasi. Pembelian emas dilakukan dengan memasukkan nominal rupiah atau memilih
berat emas tertentu, yang selanjutnya dikonversi sistem menjadi saldo emas berdasarkan harga
pasar pada saat transaksi. Kepemilikan dicatat dalam satuan gram dengan presisi tertentu,
sedangkan nilai rupiah ditampilkan secara terpisah dan menyesuaikan pergerakan harga emas.
Keberadaan fitur pendukung, seperti Dinaran Convert Account (DCA), Emas Impian, dan
Ambil Emas, menyebabkan status saldo dapat berbeda-beda, baik yang dapat digunakan secara
langsung, dialokasikan untuk tujuan tertentu, maupun direalisasikan dalam bentuk emas fisik
dengan ketentuan biaya dan waktu penyerahan.

Dalam menilai objek transaksi, penting dibedakan antara saldo digital sebagai sarana
pencatatan dan emas sebagai komoditas yang memiliki dukungan fisik. Dinaran menyatakan
bahwa saldo emas pengguna ditopang oleh emas fisik yang disimpan pada fasilitas milik bank
mitra, meskipun akses terhadap dokumen pendukung tidak sepenuhnyaterbuka. Klaim tersebut
secara prinsip memperkuat kedudukan emas sebagal objek akad, namun kepastian hukumnya
tetap bergantung pada ketersediaan bukti audit dan transparansi kepemilikan yang dapat
diverifikasi secaraindependen.

349|Page

Jurnal Alwatzikhoebillah:

Kagjian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora

DOI: https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v12i1.5047



Akbar Chaniago, Muhibbussabry Vol. 12 No. 1 (2026)

Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 memberikan dasar kebolehan transaksi
emas secara tidak tunai dengan menempatkan emas sebagai komoditas, sepanjang terpenuhi
bersifat sepihak, kepastian objek, sertalarangan pengalihan sebelum terjadinya gabd yang sah.
Dalam praktik Dinaran, informasi harga dan jumlah gram telah ditampilkan sebelum transaksi
dikonfirmasi, sehingga unsur kejelasan harga terpenuhi. Namun demikian, aspek kepastian
objek dan kepemilikan masih memerlukan penguatan, khususnyaterkait jeda penyerahan fisik,
keterbatasan akses terhadap dokumen penyimpanan, sertaimplikasi fitur yang membatasi hak
disposisi pengguna atas saldo emas.

Berdasarkan penilaian tersebut, praktik perdagangan emasdigital padaaplikasi Dinaran
dapat dinilai memenuhi sebagian ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 77, terutama dalam aspek
penetapan harga dan pencatatan kepemilikan yang mendukung konsep gabd hukmi. Meski
demikian, penguatan pada dokumentasi penyimpanan, audit independen, dan kejelasan
prosedur penyerahan fisik tetap menjadi prasyarat penting agar mekanisme ini sepenuhnya
segjalan dengan prinsip kepastian dan keadilan dalam transaksi syariah.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik operasiona aplikasi Dinaran pada
dasarnya telah berupaya menyesuaikan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-
MUI/V/2010, khususnya dalam hal jual beli emas digital. Analisis terhadap mekanisme
transaksi memperlihatkan adanya kepatuhan terhadap prinsip bayan (kejelasan) dalam
pencatatan saldo emas serta kejelasan harga yang disepakati saat transaksi berlangsung.
Namun, beberapaisu syariah tetap muncul, terutamaterkait pemenuhan prinsip yadan bi yadin
dan gabdh, mengingat adanya jeda waktu dalam penarikan emas fisik, serta potensi gharar
akibat keterbatasan transparansi dokumentasi emas fisik underlying. Selain itu, fitur Dinaran
Convert Account (DCA) yang menerapkan biayakonversi. Secarateknis, aplikasi ini dirancang
dengan fitur-fitur yang cukup informatif bagi investor pemula maupun berpengalaman.
Informasi mengenai nilai emas dan biaya transaksi ditampilkan secara terbuka di halaman
muka, sehingga menutup celah adanya manipulasi harga (tadlis). Dengan mekanisme yang
serbaterbukaini, aplikasi Dinaran berupaya membangun kepercayaan melalui sistem yang adil
dan jelas, untuk menjauhkan transaksi dari unsur penipuan atau ketidakjelasan.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan tambahan pemahaman dalam kajian fintech
syariah, khususnya terkait penerapan kepatuhan syariah pada mekanisme investasi emas
digital. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa praktik investas emas berbasis aplikasi masih
memerlukan penguatan prinsip-prinsip syariah, terutama melalui peningkatan transparansi
audit cadangan emas fisik sebagai underlying asset, percepatan proses serah terimaemas guna
merealisasikan konsep gabdh haqiqi, serta penataan struktur biaya layanan agar tetap sesuai
dengan ketentuan fikih muamalah. Lebih lanjut, temuan penelitian ini menunjukkan
pentingnya penyel arasan kebijakan sertapenguatan sistem pengawasan yang lebih terarah guna
memastikan terpenuhinya prinsip kepatuhan syariah sekaligus perlindungan bagi pengguna
layanan investasi emas digital
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